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KERANGKA ACUAN KERJA

SUB KEGIATAN DUKUNGAN PELAKSANAAN SISTEM PEMERINTAHAN
BERBASIS ELEKTRONIK PADA SKPD

LATAR BELAKANG

Untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, efektif, dan akuntabel
serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya, maka dibutuhkan
adanya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Dinas Komunikasi dan
Informatika Provinsi Jawa Tengah selaku organisasi perangkat daerah mempunyai
tanggung jawab besar terhadap pelaksanaan SPBE.

MAKSUD DAN TUJUAN
a. Maksud
Memanfaatkan teknologi informasi untuk mendukung pelaksanaan Sistem Pemerintahan

Berbasis Elektronik (SPBE) demi terwujudnya pemerintahan yang bersih, transparan,
efektif, dan akuntabel.

SASARAN

Target/sasaran yang ingin dicapai dalam adalah terpenuhinya jumlah dokumen
dukungan pelaksanaan system pemerintahan berbasis elektronik pada perangkat daerah

RENCANA YANG AKAN DILAKSANAKAN

Kegiatan dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik akan
dilaksanakan 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024.

WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN

Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan SPBE pada SKPD akan diadakan di lingkungan
Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah. Adapun untuk jadwal
pelaksanaannya yaitu mulai 1 Januari sampai 31 Desember tahun 2024.

SUMBER BIAYA

Dana bersumber dari APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023 yang
diperlukan untuk membiayai Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan SPBE pada SKPD
sebesar Rp 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah)
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KERANGKA ACUAN KERJA
PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kegiatan (KAK) ini dibuat sebagai pedoman teknis dalam
pelaksanaan Kegiatan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah
Tahun Anggaran 2024 dan diharapkan menjadi pedoman atau acuan dalam pelaksanaan

kegiatan tersebut.

Kepala Sub Bagian Umum dan awaian




